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PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR PER- 05/MBU/04/2015
TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN INSPEKTORAT
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

. a.

—_

bahwa pengawasan intern Pemerintah merupakan salah satu
unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka
mewujudkan kepemerintahan yang baik;

. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang

baik, berdaya guna, Dberhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab diperlukan adanya pengawasan oleh
Aparat Pengawasan Intern yang berkualitas;

bahwa dalam rangka mewujudkan Aparat Pengawasan Intern
yang berkualitas sesuai dengan mandat dan standar
pengawasan, diperlukan sistem pengendalian mutu
pengawasan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang
Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kementerian
Badan Usaha Milik Negara;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
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Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan  Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun
2012 tentang  Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025
dan Jangka Menegah Tahun 2012-2014;

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar
Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/ 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali
Mutu Pengawasan;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

TENTANG PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN
INSPEKTORAT KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
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Pasal 1

Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Kementerian Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK
NEGARA

RINI M. SOEMARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER - 05/MBU/04/2015
TENTANG

PEDOMAN KENDALI MUTU PENGAWASAN INSPEKTORAT
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
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BAB1
PENDAHNULUAN

A. UMUM

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam
rangka mewujudkan kepemerintahan vang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
yang ada terdirt dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat
Jenderal Departemen (Itjen), Inspektorat Utama (Irtama) atau Deputi Pengawasan Lembaga
Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai
pelaksana pengawasan intern Pemerintah harus mampu merespon secara aktif terhadap berbagai
permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di
bidang sosial melalui program dan kegiatan vang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan
nasional vang berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Perubahan vang terjadi
akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan
yang mendukung penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan peran daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kelancaran pelaksanaan tugas APIP perlu didukung dengan peraturan perundang-undangan dan
pedoman tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok
dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan
intern pemerintah vang efisien dan efektif.

Standar Pengawasan dibutuhkan oleh setiap APIP agar pelaksanaan pengawasan berkualitas,
siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan mutu pengawasan vang sama ketika
Auditor melaksanakan pengawasannya sesuai dengan kode etik dan standar pengawasan yang
ada. Untuk memastikan suatu pengawasan yang sesuai dengan kode etik dan standar
pengawasan, perlu dibuat suatu sistem pengendalian oleh manajemen APIP berupa kendali mutu
pengawasan.

Inspektorat Kementerian BUMN (untuk selanjutnya disebut Inspektorat) mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengawasan pada Auditi (Unit Kerja) di lingkungan Kementerian
BUMN.

Sistem pengendalian mutu pengawasan tersebut merupakan suatu prosedur dan reviu
pengendalian vang harus dilakukan oleh setiap Auditor Inspektorat yvang meliputi kebijakan,
prosedur dan program pengendalian pada lingkup kewajiban unit Inspektorat. Oleh karena itu,
perlu disusun Pedoman Kendali Mutu Pengawasan bagi Aparat Pengawasan Inspektorat
(Auditor), vang terdiri dari prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa
Auditor telah memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada Auditi dan pihak lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud

Untuk menciptakan suatu sistem pengendalian mutu pengawasan di lingkungan
Kementerian BUMN sesuai dengan kode etik dan standar pengawasan yang profesional.

2. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pengendalian mutu pengawasan di lingkungan Kementerian
BUMN.



